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BAB III  

KHILAFAH ISLAMIYAH 

A. Tinjauan Umum tentang Khilafah Islamiyah

Secara etimologis, kata khila >fah berarti perwakilan, penggantian. Dalam 

sejarah, khila >fah dikenal sebagai institusi politik Islam pengganti atau penerus 

fungsi Rasulullah SAW sebagai pembuat syara’ dalam urusan agama dan politik. 

Ibnu Khaldun mengatakan bahwa sinonim khila >fah adalah imamah, yang 

berkaitan dengan fungsi Rasulullah SAW oleh seseorang untuk memelihara 

agama dan dunia.1  

Definisi serupa juga dikemukakan oleh Al-Mawardi. Menurut Al-

Mawardi, imamah merupakan pengganti tugas kenabian dalam melindungi agama 

dan mengatur urusan dunia.2 Sementara itu, Al-Baidhawi dan Al-Iiji memberikan 

unsur tambahan dalam mendefinisikan khila >fah, yaitu adalah kewajiban bagi 

seluruh umat Islam untuk mengikuti dan tunduk pada orang yang dipilih dan 

diangkat sebagai pengganti dalam menjalankan tugas kenabian tersebut. Al-

Baidhawi menyebutkan definisi imamah sebagai proses seorang umat Islam dalam 

menggantikan tugas Rasulullah untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga 

1 Din Syamsuddin dan Sudarnoto Abdul Hakim, “Khilafah” Ensiklopedi Tematis Dunia 

Islam, Vol. 2, ed. Taufik Abdullah (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), 2.  
2 Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, cet. 1  (Kuwait: Maktabah Ibnu Qutaibah, 

1989), 3.  
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eksistensi agama, dimana ada kewajiban bagi seluruh umat islam untuk mengikuti 

atau tunduk kepadanya.3  

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur 

terpenting dari institusi khilafah adalah, (1) wakil dalam menjalankan tugas 

kenabian, (2) pertanggungjawaban untuk menegakkan agama dan mengatur 

kemaslahatan umat, dan (3) cakupan kepemimpinannya meliputi urusan agama 

dan dunia umat Islam serta adanya kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk 

tunduk dan taat kepadanya.  

Adapun mengenai gelar yang dipakai dalam sistem ketatanegaraan 

khila >fah, terkenal tiga istilah yang sering disematkan kepada para pemimpin yang 

telah dilantik, yaitu khalifah, amirul mukminin dan imam.  

Istilah khila >fah dan khalifah (dalam pengertian pemimpin/kepala negara) 

mulai terdengar dan dipergunakan pertama kali oleh Abu Bakar ketika dipilih 

menjadi pemimpin umat Islam di saqifah bani Saidah, yang kemudian diteruskan 

oleh tiga generasi pemimpin selanjutnya, yakni Umar, Utsman dan Ali. Melihat 

kecenderungan orientasi politik Abu Bakar dan generasi sesudahnya, khalifah 

yang dimaksud adalah dalam pengertian kekuasaan politik penerus Nabi. Khalifah 

dalam pengertian sebagai pengganti Nabi sebagai pemimpin politik untuk 

meneruskan cita-cita perjuangan Islam, bukan sebagai pengganti posisi kenabian.4   

Dari berbagai literatur disebutkan bahwa pemerintahan Khulafaur 

Rasyidin merupakan khilafah yang sejati. Kesejatian ini disebabkan oleh beberapa 
                                                           
3 Ali Sadikin dkk, “Takdir Daulah Khilafah: Pro Kontra Pembentukan Sebuah Negara 

Baru,” Syamina, Edisi XIII, Agustus 2014, 54.   
4 Ma’shum, “Islam dan Pencarian Identitas Politik: Ambiguitas Sistem Khilafah dalam 

Institusi Politik Islam”, Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol. 47, No. 2 

(Desember, 2013), 483.  
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hal, antara lain: (1) mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW yang terpercaya 

dan dijamin masuk surga, (2) sikap moral mereka tinggi, dan (3) naiknya mereka 

sebagai khalifah melalui proses musyawarah atau aklamasi komunitas.5  

Pada dasarnya, kata khila >fah mengandung pengertian kepemimpinan 

tertinggi dalam negara Islam. Menurut para fuqaha’, penegakan institusi khila >fah 

mempunyai dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan 

hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang 

digariskan Islam.6 Menurut Iqbal, mengutip dari Abdul al-Qadir ‘Audah, khila >fah 

merupakan kepemimpinan umum umat Islam dalam masalah-masalah keduniaan 

dan keagamaan untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam rangka 

menegakkan agama dan memelihara segala yang wajib dilaksanakan oleh segenap 

umat Islam.7  

Model pemerintahan ini memiliki ciri khas menjalankan syariat Islam dan 

jabatan kepala negara dipegang oleh seorang khalifah yang diangkat oleh umat 

muslim melalui baiat atau sumpah setia kepada khalifah selama khalifah tersebut 

menjalankan syariat Islam. Syariat tersebut dipandang sebagai alat koreksi jika 

suatu waktu khalifah hendak melenceng dan meluruskannya dari penyimpangan. 

Sebagian berpendapat jika khalifah melakukan penyimpangan maka ia harus 

dicopot dari kekhilafahannya.8  

                                                           
5 Din Syamsuddin dan Sudarnoto Abdul Hakim, “Khilafah” Ensiklopedi Tematis Dunia 

Islam, Vol. 2, ed. Taufik (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2012), 5.  
6 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2001), 129.  
7 Ibid, 130.  
8 Ali Abd ar-Raziq, Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan (Yogayakarta: Jendela, 2002), 

7.  
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Untuk menempati posisi sebagai khalifah ada sejumlah kriteria yang harus 

dipenuhi. Para ulama pada masa klasik telah mencatat dan mensyaratkan adanya 

kriteria-kriteria ini. Ibn Abi Rabi' misalnya, mengemukakan enam persyaratan 

yang harus dipenuhi seorang khalifah, yaitu: anggota dari keluarga raja serta 

mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya, aspirasi yang 

luhur, pandangan yang mantap dan kokoh, ketahanan dalam menghadapi 

kesukaran dan tantangan, kekayaan yang besar, dan pembantu-pembantu yang 

setia.9  

Sedangkan menurut al-Mawardi, ahl al-imamah, atau mereka yang berhak 

menempati jabatan imam atau kedudukan sebagai khalifah harus memenuhi tujuh 

kriteria. Ketujuh kriteria itu adalah: sikap adil dengan semua persyaratannya, 

memiliki ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad, sehat pendengaran, 

penglihatan, dan lisannya, utuh anggota tubuhnya, wawasan yang memadai untuk 

mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum, keberanian yang 

memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh, serta berasal dari 

keturunan Quraisy.10 

Kriteria yang dikemukakan al-Ghazali sebagai persyaratan seorang imam 

dan khalifah ada sepuluh. Kesepuluh kriteria itu adalah: dewasa atau aqil-baligh, 

otak yang sehat, merdeka dan bukan budak, laki-laki, keturunan Quraisy, 

pendengaran dan penglihatan yang sehat, kekuasaan yang nyata, hidayah, ilmu 

                                                           
9 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran (Jakarta: UI 

Press, 1993), 48. 
10 Ibid, 63-64.  
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pengetahuan, dan wara, kehidupan yang bersih dengan kemampuan 

mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela. 

Al-Ghazali memberikan tambahan keterangan pada beberapa syarat di 

atas. Berkaitan dengan syarat yang ketujuh, yaitu kekuasaan yang nyata, ia 

menambahkan tersedianya perangkat kekuasaan yang memadai, antara lain 

meliputi angkatan bersenjata. Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat 

kedelapan, yaitu hidayah, adalah adanya daya pikir dan daya rancang yang kuat, 

dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengarkan pendapat serta 

nasihat dari orang lain. Kemudian, berkaitan dengan syarat yang kesembilan, 

yaitu ilmu pengetahuan, seorang imam atau khalifah tidak disyaratkan memiliki 

ilmu pengetahuan seluas atau seberat seperti halnya seorang ulama.11  

Dalam perkembangannya, konsep khila >fah menjadi ciri dari golongan 

Sunni. Rukun utama dalam pengangkatannya adalah ijma’ yaitu konsensus atau 

kesepakatan bersama dan baiat atau sumpah setia umat kepada khalifah agar 

berpegang teguh kepada syariah.12  

Menurut ajaran Islam, untuk mengatakan bahwa suatu pemerintahan dapat 

disebut khila >fah Isla>miyah atau Negara Islam harus memenuhi beberapa prinsip 

dan kriteria.13 Prinsip pertama yang harus diyakini dan dipegangi adalah bahwa 

seluruh kekuasaan di bumi ini ada pada Allah, karena Dia lah yang 

menciptakannya. Prinsip kedua adalah bahwa syariah Islam telah ditetapkan Allah 

                                                           
11 Ibid, 78.  
12 Rosi Selly, “Globalisasi dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah dalam Perspektif 

Pemikiran Hizbut Tahrir” (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Pemikiran Politik 

Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2006), 23.  
13 Prinsip-prinsip Negara Islam secara rinci dapat dilihat dalam buku tulisan Abu A'la al-

Maududi, Sistem Politik Islam, 352-355. 
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untuk membimbing umat manusia dalam menjalankan fungsi khilafahnya di bumi 

ini. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, suatu negara yang diatur menurut syariah 

Islam secara teknis disebut khila >fah Isla>miyah atau dar al-Islam.14 Menurut 

Qamaruddin Khan, negara yang terikat oleh kaidah yang demikian dapat 

dinamakan sebagai negara agama (religious state).15  

Lebih jauh dikatakan oleh Iqbal bahwa suatu negara disebut negara Islam 

apabila memenuhi tiga kriteria. Tiga kriteria itu adalah: ummah (masyarakat 

Muslim), syariah (diberlakukannya hukum Islam), dan khalifah (kepemimpinan 

masyarakat Muslim). Berdasarkan prinsip bahwa kekuasaan dan kedaulatan 

mutlak ada pada Allah, maka negara Islam harus menjunjung tinggi syariah Islam. 

Selanjutnya, karena masyarakat Muslim (ummah) harus diperintah menurut 

hukum atau aturan Islam (syariah), dengan demikian menuntut adanya pemimpin 

(khalifah) yang akan melaksanakan dan menjalankannya. Tanggung jawab 

seorang khalifah atau kepala negara adalah melaksanakan syariah Islam dengan 

dipandu oleh tujuan pembentukan negara Islam (khila >fah Isla>miyah) yaitu menuju 

kebahagiaan (falah). Negara atau khila>fah menjadi sarana untuk mengantarkan 

masyarakat Muslim mencapai keberhasilan baik dalam kehidupan dunia maupun 

akhirat. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegangi ketika menjalankan 

pemerintahan adalah prinsip musyawarah, keadilan, persamaan hak, kemerdekaan, 

dan solidaritas.16  

                                                           
14 Hakim Javid Iqbal, "Konsep Negara Dalam Islam", dalam Mumtaz Ahmad (ed.) Teori 

Politik Islam, terj. Ena Hadi (Bandung: Mizan, 1996), 57-58. 
15 Qamaruddin Khan, Negara al-Mawardi, terj. Karsidi Diningrat (Bandung: Pustaka, 

2002), 4. 
16 Mumtaz Ahmad (ed.), Teori Politik Islam, Terj. Ena Hadi (Bandung: Mizan, 1996), 58. 
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Dalam pandangan Islam, selain kriteria yang harus dipenuhi di atas, 

seorang khalifah ketika menduduki jabatannya ia harus mendapatkan baiat17 dari 

masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim memberikan dan menyatakan 

kepatuhannya kepada khalifah, dan khalifah berjanji akan memerintah sesuai 

dengan syariah Islam. Namun, Al-Quran sendiri tidak menetapkan metode dan 

mekanisme tertentu untuk mengangkat dan menurunkan seorang khalifah. 

Meskipun begitu, persoalan metode dan mekanisme ini dapat dipikirkan dan 

dipecahkan dengan berpegang kepada rambu-rambu yang telah digariskan dala 

Al-Quran. Salah satu prinsip yang harus dipegangi dalam setiap menyelesaikan 

masalah seperti diajarkan Al-Quran adalah prinsip musyawarah (Q.S. Ali 'Imran 

(3): 159; Asy-Syura (42): 38). 

 

B. Khilafah Islamiyah Pesrpektif Hizbut Tahrir  

1. Khilafah Islamiyah: Sistem Pemerintahan Mutlak Umat Islam 

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi 

bentuk pemerintahan dengan sistem khila >fah. Sistem khila >fah ini satu-satunya 

sistem pemerintahan bagi daulah Islam. Sistem khila >fah berbeda dengan 

sistem pemerintahan yang lain, seperti disebutkan dalam kitab Nidham al-

Hukm fi al-Islam, yang merupakan rujukan utama Hizbut Tahrir dalam 

memperjuangkan politiknya, bahwa:  

                                                           
17 Baiat adalah pengakuan atas kepengikutan yang diberikan seseorang kepada orang lain 

disertai sikap tunduk dan patuh. Baiat secara umum dipakai dalam bahasa politik untuk 

menunjukkan pengakuan seorang warga negara atau masyarakat terhadap kedudukan 

seorang pemimpin (khalifah atau imam). Lihat Mahmud Al-Khalidi, Bai'at Dalam 

Perspektif Pemikiran Politik Islam, terj. Muhammad Bajuri (Bangil: Al-Izzah, 2002). 
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 الننيا للمسلمين جميعافي فة.. اخللافة. ي  ئااس. ااة.خلا... ان نظام الحكم في الاسلام نظام 
 لاقاة. احكام الشرع الاسلاة , وحمل الناوة الاسلاةي. الى العالم...18

.... Sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem khilafah. Sistem 

khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia 

untuk menegakkan hukum-hukum syari’at Islam dan mengemban dakwah 

Islam ke segenap penjuru dunia ....  

Khila>fah merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk 

menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam. Khila >fah juga 

mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan 

dakwah dan jihad. Khila >fah merupakan kepemimpinan umum bagi seluruh 

kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara’. Sistem 

khila >fah sangat berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain, baik 

dari aspek asas yang menjadi landasan berdirinya, pemikiran, konsep, standar 

serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umat, 

maupun dari aspek undang-undang dasar yang diberlakukannya ataupun dari 

aspek bentuk yang mengambarkan wujud negara.  

Bagi An-Nabhani, sistem pemerintahan yang dipakai dalam negara 

Islam tidak sama dengan sistem pemerintahan apapun. Sistem pemerintahan 

Islam tidak sama dengan sistem kerajaan yang kekuasaannya turun-

temurun;19 juga bukan sistem republik yang berada dalam pilar demokrasi 

dengan kedaulatan di tangan rakyat; bukan pula berbentuk negara federal 

                                                           
18 Taqiyuddin al-Nabhani, Nidham al-Hukm fi al-Islam (Beirut Libanon: Daar al-Umah, 

1996), 35-36.  
19 Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, terj. Moh. Maghfur Wachid 

(Bangil: Al-Izzah, 1996), 31 
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dengan adanya otonomi wilayah lalu bersatu dalam pemerintahan secara 

umum; bukan juga sistem kekaisaran yang membagi manusia berdasarkan 

ras,20 melainkan sistem pemerintahan Islam betul-betul khas. Dengan kata 

lain, menurut An-Nabhani, Islam mendirikan negara yang satu, yang punya 

ideologi khas yang menyebarkan ideologinya ke seluruh penjuru dunia. 

Negara itu juga harus bersandar semata kepada ideologinya dan menerapkan 

ideologi itu secara efektif di dalam masyarakat yang juga berkesadaran 

ideologi tersebut. Dari sini pula untuk mewujudkan penerapan ideologi 

tersebut secara efektif dan terus menyebarkan ke seluruh penjuru dunia, 

dibutuhkan sebuah sistem yang khas pula, yang sesuai dengan maksud dari 

ideologi itu. Sistem pemerintahan Islam itu disebut dengan sistem khila >fah, 

yakni kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim untuk menegakkan 

hukum Islam dengan mengemban dakwah ke penjuru dunia.21 Adapun bentuk 

pemerintahannya sentralisasi dengan penguasa tertinggi di pusat, yang dipilih 

oleh rakyat, dengan mempunyai otoritas yang penuh kepada seluruh wilayah 

baik masalah kecil maupun besar.22 

Dapat ditegaskan lagi sistem khila >fah merupakan sistem yang berbeda 

dengan sistem-sistem pemerintahan yang telah populer saat ini. Perbedaan ini 

bisa dilihat dari aspek landasannya maupun substansi-substansinya ataupun 

yang lain, sekalipun dalam beberapa prakteknya ada yang hampir 

menyerupai.  

                                                           
20 Ibid, 32, 34 dan 35. 
21 Ibid., 39. 
22 Ibid., 35. 
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2. Hukum dan Tujuan Menegakkan Khilafah  

Hizbut Tahrir menegaskan bahwa mendirikan khila >fah hukumnya 

fardlu kifayah bagi seluruh umat Islam. Yang dimaksud fardlu kifayah adalah 

jika sebagian muslim telah benar-benar selesai melakukan tugas tersebut 

maka sebagian muslim lainnya gugur kewajibannya. Dalam kaitannya dengan 

khilafah dan fardlu kifayah ini, Hizbut Tahrir menegaskan bahwa sekalipun 

menegakkan khila >fah Isla>miyah adalah wajib kifayah, selama khila >fah belum 

berdiri maka setiap individu muslim yang mukallaf berkewajiban 

menegakkannya tanpa pandang bulu hingga khila >fah benar-benar berdiri. 

Selama khila >fah belum berdiri, maka semua kaum muslim terkena kewajiban 

tersebut.23  

Hizbut Tahrir juga menambahkan bahwa wajib kifayah bisa saja 

berubah menjadi fardlu ‘ayn. Misalnya, shalat jenazah yang semula 

hukumnya wajib kifayah, ketika yang ada hanya satu orang saja, maka hukum 

sholat jenazah tersebut menjadi fardlu ‘ayn. Demikian pula pada hukum 

mendirikan khilafah yang semula wajib kifayah, namun karena kemampuan 

kelompok atau gerakan Islam yang wajib mengupayakan hal tersebut belum 

cukup, maka berubah menjadi fardlu ‘ayn, yang artinya setiap individu 

muslim diseluruh dunia wajib menegakkan khila >fah.24   

Adapun menurut Hizbut Tahrir, tujuan dari terbentuknya khila >fah 

Isla>miyah adalah:  

                                                           
23 Ainur Rofiq al-Amin, Proyek Khilafah HTI (Yogyakarta: LKiS, 2015), 141-142.   
24 Ibid, 142.  
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1. Melanjutkan kehidupan manusia (isti’naf hayat al-Islam) dengan 

menerapkan dan memberlakukan hukum-hukum Islam ke seluruh duna 

sebagai sebuah risalah dakwah dan jihad.25 Tanpa adanya negara, 

eksistensi Islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupan akan 

menjadi pudar; yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-

sifat akhlak semata. Karena itu daulah Islam harus tetap ada.  

2. Melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan dan mendakwahkannya 

ke seluruh dunia dalam rangka mencapai tujuan dari segala tujuan yaitu 

mardhatillah.26  

Hizbut Tahrir dan para pengikutnya sangat meyakini bahwa masalah 

khila >fah ini dapat dirujuk dalam Al-Qur’an. Adapun ayat-ayat Al-Qur’an 

yang dijadikan landasan tersebut adalah sebagai berikut:  

اَ أنَْ زَلَ اللهُ وَلَا تَ تَّبمعْ أيَْ  نَ هُمْ بِم نَ الحَْ فةاَحْكُمْ بَ ي ْ ق  وَآءَيُمْ اَمَّا جَآءَكَ ةم  

Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, 

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan 

kebenaran yang telah datang kepadamu.27  

نَ هُ  آَ أنَْ زَلَ اللهُ وَلَا تَ تَّبمعْ أَيْوَآءَيُمْ وَاحْذَئْيُمْ أَنْ ي َ وَأنَم احْكُمْ بَ ي ْ مِ ةَآ أنَْ زَلَ اللهُ مْ بِم فْْتمنُ وْكَ اَنْ بَ عْ  

ۖ  إمليَْكَ   

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

                                                           
25 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam, penerjemah: M. Maghfur Wachid 

(Bangil: al-Izzah, 1996), 17.  
26 MR. Kurnia, Menjadi Pembela Islam, Cet. IV (Bogor: Al-Izzah, 2003), 138.  
27 Al-Qur’an, 5; 48.   
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mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak 

memalingkanmu dari apa yang sebagaian telah diturunkan Allah 

kepadamu.28  

Dengan dua ayat di atas, Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa Allah 

mengutus Nabi Muhammad untuk memutuskan perkara (meregulasi) umat 

sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah mempunyai mafhum 

(implikasi) keniscayaan keberadaan hakim setelah Nabi, yang akan 

meregulasi umat Islam dengan apa yang diturunkan Allah. Terlebih lagi 

melaksanakan h}udu>d dan seluruh hukum adalah wajib, yang semua ini tidak 

akan bisa terealisasi kecuali dengan adanya seorang hakim. Dengan demikian, 

Hizbut Tahrir menyimpulkan bahwa yang dimaksud hakim tersebut adalah 

seorang khalifah. Sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan adalah 

sistem khila >fah.29 

 

3. Metode Penegakkan Khilafah  

Untuk mewujudkan cita-citanya dalam menegakkan kembali khila >fah 

Isla>miyah, strategi yang digunakan Hizbut Tahrir adalah dengan melakukan 

serangkaian metode dakwah. Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut 

Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training 

pengenalan thaqafah (wawasan) Islam, memberi pemahaman kepada 

masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir 

lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (ash shira’ al-

                                                           
28 Ibid, 5; 49.  
29 Al-Amin, Proyek Khilafah, 163. Baca juga Hizbut Tahrir Indonesia, Struktur Negara 

Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi (Jakarta: HTI Press, 2006), 15.  
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fikr). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah ghazw al-fikr (perang 

pemikiran) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta 

persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide Barat, 

dan menjelaskannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam.30  

Sistem atau metode dakwah yang digunakan oleh Hizbut Tahrir 

mengacu pada metode dakwah yang digunakan oleh Nabi, baik ketika periode 

Makkah atau periode Madinah. Metode tersebut dibagi menjadi tiga langkah 

atau tahapan:  

1. Tahap Pembinaan dan Pengkaderan (al-Tathqif)   

Tahapan ini dimulai sejak tahun pertama Hizbut Tahrir berdiri, 

yakni pada tahun 1953 M oleh Taqiyuddin al-Nabhani sendiri, yang 

bertujuan untuk membentuk dan membina benih-benih pertama yang 

tersusun dalam suatu kelompok diskusi atau sering disebut sebagai 

h}alaqah. Kelompok-kelompok ini akan berinteraksi secara individual 

dengan masyarakat dan menanamkan gagasan atau pemikiran Hizbut 

Tahrir. Mereka akan dibina secara intensif di h}alaqah-h}alaqah sampai 

mereka dapat menyatu dengan ide-ide serta hukum-hukum yang telah 

ditetapkan gerakan ini. Mereka juga mewajibkan diri mereka untuk 

bergabung dengan Hizbut Tahrir.31   

Pada langkah ini, Hizbut Tahrir hanya memfokuskan pembinaan 

thaqafah (wawasan) saja. Mereka lebih memperhatikan terbentuknya 

                                                           
30 Hizbut Tahrir, Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir, terj. Muhammad 

Maghfur (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), 23.  
31 Al-Amin, Proyek Khilafah, 74.  
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kerangka gerakan, memperbanyak dan membina anggota secara 

berkelompok dalam h}alaqah-h}alaqah dengan thaqafah yang telah 

diadopsi Hizbut Tahrir sehingga membentuk formulasi struktur partai 

yang di dalamnya terdapat orang-orang yang menyatu dengan Islam 

sesuai pemikiran-pemikiran Hizbut Tahrir serta dapat berinteraksi dan 

mengembangkannya di tengah umat.32 

2. Tahapan Berinteraksi dengan Umat (Marhalah al-Tafaul Ma’a Ummah)   

Dalam tahap kedua ini, Hizbut Tahrir melakukan interaksi dengan 

masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan Islam kepada mereka. 

Target yang ingin dicapai adalah pemikirian Islam yang ditetapkan oleh 

Hizbut Tahrir bisa diterima menjadi pemikiran umat secara luas. Dengan 

demikian, maka perjuangan Hizbut Tahrir untuk mendirikan kembali 

khila >fah Isla>miyah dapat dilakukan.33  

Untuk mencapai keberhasilan dalam tahap kedua ini, maka ada 

aktivitas-aktivitas strategis yang harus dilakukan, yaitu:  

a. Pembinaan intensif (tathqi >f murakkaz) bagi individu-individu. 

Pengkaderan atau pembinaan ini dilakukan dalam rangka 

mengembangkan kerangka dakwah Hizbut Tahrir, memperbanyak 

pendukung, serta melahirkan kepribadian dikalangan para pengikut 

dan anggota Hizbut Tahrir, sehingga mereka mampu mengemban 

                                                           
32 Ibid, 76.    
33 Syamsul Arifin, Ideologi dan Praksis, 162.   
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dakwah Islam, mengarungi medan kehidupan, tangguh dalam 

melakukan pergulatan pemikiran dan perjuangan politik.34    

b. Tathqi>f jama >’i, yakni pembinaan kolektif yang diperuntukkan bagi 

masyarakat umum berlandaskan ide-ide dan hukum Islam yang telah 

diadopsi dan dijadikan landasan Hizbut Tahrir sebagai materi 

pembinaan bagi umat. Hal ini dilakukan melalui pengajian-pengajian 

umum di masjid-masjid, atau di balai-balai pertemuan, gedung-

gedung dan tempat-tempat umum lainnya. Selain itu Hizb juga 

melakukan dakwah melalui berbagai media masa, seperti buku-buku 

dan buletin dengan tujuan mewujudkan kesadaran berinteraksi 

dengan umat secara umum sekaligus berinteraksi dengan umat.35  

c. Shira al-Fikri (pergolakan pemikiran). Kegiatan ini dilakukan untuk 

menentang kepercayaan, ideologi, aturan dan pemikiran-pemikiran 

yang kufur. Menentang segala bentuk akidah yang rusak, pemikiran-

pemikran yang keliru, persepsi yang salah dan sesat dengan cara 

mengungkapkan kepalsuan, kekeliruan dan pertentangan dengan 

Islam, juga membersihkan umat dari segala bentuk pengaruh dan 

implikasinya.36  

d. Kifah as-Siyasi (perjuangan politik), dalam hal ini Hizbut Tahrir 

berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai 

dan mendominasi negeri-negeri Islam, menghadapi segala bentuk 

                                                           
34 Syamsu Hilal, Gerakan Dakwah Islam di Indonesia (Jakarta: Pustaka Tarbiatuna, 

2002), 108.   
35 Ibid, 108-109.  
36 Anonim, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis (Bogor: Pustaka 

Thariqul Izzah, 2002), 37.  
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penjajahan, baik berupa pemikiran, politik, ekonomi, maupun 

militer, mengungkap akar dan membongkar kejahatan mereka. 

Selain itu menentang para penguasa, membongkar kejahatan mereka, 

menyampaikan nasehat atau kritik dan mencoba merubah tingkah 

laku mereka setiap kali mereka merampas hak-hak umat, atau pada 

saat mereka tidak melaksanakan kewajibannya terhadap umat, atau 

tatkala melalaikan salah satu urusan umat, ataupun ketika mereka 

menyalahi hukum-hukum Islam dan melakukan aktifitas untuk 

menghapuskan kekuasaan dhalim mereka, kemudian 

menggantikannya dengan kekuasaan yang merujuk pada sistem 

hukum Islam, serta mengadopsi kemaslahatan umat dan melayani 

seluruh urusannya sesuai dengan hukum-hukum Islam.37  

3. Tahap Pengambilalihan Kekuasaan (Istilam al-Hukm)   

Pada tahapan ini, Hizbut Tahrir mampu mendapatkan kekuasaan 

melalui umat dan selanjutnya mengemban mabda’ secara revolusif, 

sehingga Islam dapat diterapkan secara utuh. Dengan kata lain, Hizbut 

Tahrir telah berhasil mewujudkan ideologinya. Dalam pandangan Hizbut 

Tahrir, penerapan syariat tidak dilakukan secara gradual dan parsial 

dalam masyarakat, melainkan dilakukan secara komprehensif.38 Artinya, 

Hizbut Tahrir bermaksud untuk menerapkan Islam secara praktis dan 

menyeluruh sekaligus menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia.39  

                                                           
37 Ibid, 38.  
38 Syamsul Arifin, Ideologi dan Praksis, 204-205.  
39 Tim Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir, 38-39.   
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4. Struktur Khilafah  

Skema struktur khila >fah Hizbut Tahrir40 

 

Elemen-elemen khila >fah Hizbut Tahrir ada 13 (tiga belas) unsur 

pokok yang terdiri dari:  

1. Khalifah41 

2. Para mu’a>win at-tafwi >dl. Adalah para pembantu khalifah dalam bidang 

pemerintahan dan kekuasaan dan mempunyai wewenang yang sama 

dengan wewenang khalifah, namun bukan khalifah. Dalam pengertian lain 

bahwa mu’a>win tafwi >dl boleh mengeluarkan kebijakan sendiri tanpa 

berkoordinasi lebih dulu dengan khalifah, tetapi dipertanggungjawabkan 

kepada khalifah setiap perkara yang telah dilaksanakannya dan tetap 

                                                           
40 https://ummulfaraidh.wordpress.com/2013/08/06/khilafah-structure/. Diakses pada 

Juma’at, 01 Juli 2016.  
41 Akan dibahas secara khusus pada sub bab selanjutnya.  

https://ummulfaraidh.wordpress.com/2013/08/06/khilafah-structure/
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berlanjut selama tidak ada pembatalan atau larangan dari khalifah 

terhadap suatu kebijakan yang telah dilaksanakannya tersebut.42 

3. Mua>win at-tanfidz. Merupakan pembantu khalifah dalam masalah 

operasional dan senantiasa menyertai khalifah di setiap tugasnya. Ia juga 

sebagai perantara dari dan kepada khalifah. Dia adalah seorang protokoler 

yang menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyat, dan antara 

khalifah dengan negara-negara lain. Dia bertugas menyampaikan 

kebijakan-kebijakan dari khalifah kepada mereka, serta menyampaikan 

informasi-informasi yang berasal dari mereka kepada khalifah.43 

4. Wa>li >. Merupakan orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi 

pejabat pemerintahan di suatu wilayah (provinsi) serta menjadi amîr 

(pemimpin) di wilayah tersebut. Wewenang wali tidak meliputi harta, 

peradilan dan militer. Setiap tugas yang dijalani wali, tidak wajib 

melaporkan kepada khalifah, kecuali kalau ada masalah baru. Akan tetapi 

khalifah harus mengontrolnya langsung atau diserahkan kepada tim 

khusus yang dibentuk oleh khalifah untuk mengawasinya.44 

5. Ami >rul jiha>d. Adalah seorang pemimpin, dalam dan luar negeri, militer, 

keamanan dan perindustrian yang diangkat oleh khalifah. Ami >rul jiha >d 

membawahi departemen luar negeri, departemen kemiliteran, departemen 

pertahanan dan keamanan dalam negeri, departemen perindustrian.45 

                                                           
42 An-Nabhani, Sistem Pemerintahan, 173-175. 
43 Diambil dari buku Sistem Pemerintahan Islam, karya An-Nabhani, yang 

disempurnakan oleh Abdul Qadim Zallum, terj. Moh. Maghfur (Bangil: Al-Izzah, 2002), 

185-186 dan 188. 
44 Ibid, 235, 238 dan 241. 
45 Ibid, 191-192, 193, 195, dan 199-201. 
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Disebut amir >ul jiha>d karena keempat bidang tersebut berkaitan langsung 

dengan masalah jihad, dan jihad merupakan metode operasional untuk 

mengemban dakwah Islam ke luar negeri.  

6. Departemen keamanan dalam negeri. Merupakan lembaga yang 

mengangani urusan dalam negeri. Orang yang memimpin lembaga ini 

dinamakan mudir al-amni al-dakhili. Tugasnya adalah mengurusi segala 

bentuk gangguan keamanan. Adapun bentuk gangguan tersebut 

diantaranya urusan kemurtadan, bughat, perampokan, pembegalan, 

perampasan harta hingga pembunuhan.46  

7. Departemen urusan luar negeri. Menangani segala urusan hubungan 

negara khilafah dengan negara-negara asing, baik dalam aspek politik 

(perjanjian, kesepakatan damai, gencatan senjata, delegasi, dll.), ekonomi, 

pertanian sampai teknologi.47 

8. Departemen perindustrian. Departemen ini mengurusi semua masalah 

yang berhubungan dengan perindustrian, baik industri berat (industri 

mesin dan dan peralatan, serta pembuatan dan perakitan alat transportasi), 

maupun industri ringan yang berupa pabrik-pabrik milik perorangan.48 

9. Departemen peradilan. Institut ini mempunyai tugas menyelesaikan 

perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau 

mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi 

perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat 

                                                           
46 Tim Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, 153.  
47 Al-Amin, Proyek Khilafah, 132.  
48 Ibid.  
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pemerintahan, baik khalifah, pejabat pemerintahan atau pegawai negeri 

lain yang penyelesaiannya bersandar pada hukum Islam.49 

10. Mashalih al-nas/al-jihaz al-idari (departemen pelayanan rakyat). 

Merupakan lembaga yang menangani segala kebutuhan serta 

kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, lembaga ini membawahi banyak 

bidang yang berkaitan dengan kebutuhan atau kesejahteraan rakyat sehari-

hari50, misalnya dalam bidang pendidikan, pertanian, pengobatan dan 

lapangan pekerjaan.  

11. Baitul mal. Merupakan tempat penyimpanan berbagai pemasukan dan 

pengeluaran harta negara, atau lembaga yang bertugas memungut serta 

membelanjakan harta yang menjadi milik kaum Muslim. Lembaga ini 

berada di bawah kendali langsung dari khalifah.51  

12. Lembaga informasi. Lembaga ini mempunyai dua tugas utama, yaitu: 

Pertama, mengurusi informasi yang berkaitan dengan negara, seperti 

masalah-masalah kemiliteran, industri militer, hubungan internasional dan 

lain sebagainya. Untuk tugas ini, negara mengontrol secara langsung 

dengan cara melarang media menyebarkan informasi tanpa adanya 

persetujuan dari lembaga propaganda. Kedua, mengurusi informasi selain 

yang disebut pada tugas pertama. Pada tugas ini, negara tidak perlu 

mengontrol secara langsung.52  

                                                           
49 An-Nabhani, Sistem Pemerintahan, 258-261.  
50 Al-Amin, Proyek Khilafah, 135.  
51 Tim Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, 225.  
52 Ibid, 245.   



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

59 

 

13. Majelis umat.  Institusi ini menjadi rujukan bagi khalifah untuk meminta 

masukan atau nasihat dalam berbagai urusan. Mereka mewakili umat 

umat dalam mengontrol dan mengoreksi segala kebijakan para pejabat 

pemerintahan. Majelis umat dipilih melalui pemilihan umum.53 

 

5. Khalifah  

Menurut Hizbut Tahrir, syarat menjadi khalifah dibagi atas dua 

bagian, yaitu syarat sah pengangkatan (شروط الانعقاد) dan syarat yang sifatnya 

rekomendasi (شروط الأفضلية) . Syarat sah pengangkatan adalah syarat yang 

wajib ada dan harus dipenuhi. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka 

seseorang tidak bisa maju menjadi khalifah. Sedangkan syarat rekomendasi 

adalah sekedar syarat tambahan yang apabila tidak dipenuhi, seseorang tetap 

bisa maju menjadi khalifah.54  

Adapun syarat sah pengangkatan tersebut adalah muslim, pria, baligh, 

laki-laki, berakal, adil, merdeka, dan mampu. Sedangkan syarat rekomendasi 

adalah calon khalifah tersebut berasal dari suku Quraisy, mujtahid, pandai  

menggunakan senjata, politikus yang ulung dan lain sebagainya.55  

Terkait mekanisme pemilihan khalifah, Allah SWT telah menjadikan 

kekuasaan (sulthan) menjadi milik umat dan menjadikan pengangkatan 

khalifah menjadi hak bagi seluruh kaum muslimin, bukan hanya seglintir 

orang atau kelompok-kelompok tertentu saja. Jadi, baiat hukumnya fardhu 

                                                           
53 Ibid, 257.  
54 Al-Amin, Proyek Khilfah, 119.  
55 Ibid, 120-121.  
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bagi seluruh kaum muslimin.56 Konsep baiat pernah dilakukan pada masa 

Khulafaur Rasyidin dengan situasi dan jumlah orang yang berbeda, akan 

tetapi memiliki kesamaan yaitu pemilihan khalifah dianggap sah jika 

representasi suara mayoritas kaum muslimin yang tercermin dalam ahlul h }alli 

wal aqdi bisa terwakili.57 Ada beberapa metode tentang pengangkatan 

khalifah yang cukup praktis dalam pembaiatan khalifah, tergantung situasi 

dan kondisinya, dan ini pernah dilakukan oleh keempat Khulafaur Rasyidin, 

antara lain:  

Pertama, adanya sekelompok orang dari kalangan ahlul h }alli wal aqdi 

atau mereka yang mencerminkan aspirasi suara mayoritas kaum muslimin – 

setelah meninggalnya khalifah – melakukan pencalonan terhadap seseorang 

atau beberapa yang dianggap memiliki kompetensi terhadap jabatan khalifah. 

Setelah itu, mereka para ahlul h }alli wal aqdi dengan cara apapun baik melalui 

voting maupun musyawarah untuk mufakat memiliki satu orang untuk 

diangkat sebagai khalifah.58 Setelah mereka memiliki khalifah, kemudian 

diadakan baiat in’iqad yaitu baiat penyerahan kekuasaan kepada khalifah dan 

khalifah harus ditaati dan didengar segala perintah-perintahnya. Setelah 

terjadi baiat in’iqad, maka seluruh kaum muslimin melakukan baiat tha’at, 

yaitu sumpah setia seluruh kaum muslimin untuk loyal kepada khalifah 

terpilih, mendengar dan taat terhadap segala perintah dan kebijakan yang 

diputuskan.  

                                                           
56 An-Nabhani, Sistem Pemerintahan, 79.  
57 Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam (Bangil: Al-Izzah, 2002), 64.  
58 An-Nabhani, Sistem Pemerintahan, 83.  
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Kedua, apabila seorang khalifah sudah dekat masa ajalnya, maka ia 

melakukan musyawarah dengan kalangan ahlul h }alli wal aqdi, atau para 

tokoh kaum muslimin untuk memilih siapa yang layak menjadi khalifah 

sepeninggalannya. Lalu kaum muslimin menyerahkan kewenangan kepada 

khalifah untuk memilih seorang terbaik guna dipilih sebagai khalifah. Metode 

ini pernah dipakai oleh Abu Bakar ketika beliau diberi otoritas oleh umat 

untuk menentukan penggantinya dan kemudian Abu Bakar menunjuk Umar 

bin Khattab dan umat membaiatnya. Meski Abu Bakar diberi kewenangan 

untuk memilih pengganti, akan tetapi beliau tidak sewenang-wenang, 

melainkan melakukan musyawarah dan meminta masukan dengan para 

sahabat-sahabat senior seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan 

lainnya tentang siapa yang lebih tepat untuk dipilih sebagai khalifah.59  

Ketiga, pengangkatan khalifah dengan memilih beberapa orang dari 

kalangan ahlul h }alli wal aqdi dalam sebuah dewan formatur untuk dipilih 

satu orang yang layak untuk diangkat menjadi khalifah. Metode ini 

diterapkan oleh Umar bin Khattab ketika menjelang wafatnya dimana beliau 

memilih enam orang yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa’ad bin 

Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubeir bin Awwam, Thalhah bin 

Ubaidillah ditambah Abdullah bin Umar yang hanya memilih, tetapi tidak ada 

hak untuk dipilih.60  

Keempat, kalangan kaum muslimin dan ahlul h }alli wal aqdi meminta 

seseorang yang layak diangkat sebagai khalifah dan memintanya untuk 

                                                           
59 Zallum, Sistem Pemerintahan, 89.  
60 Ibid, 91.  
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bersedia menjadi pemimpin kaum muslimin. Metode ini pernah dilaksanakan 

pasca meninggalnya khalifah Utsman bin Affan dan terpilihnya Ali bin Abi 

Thalib sebagai pengganti.61 

Dalam mengambil akad baiat atau membaiat seseorang untuk menjadi 

khalifah harus berdasarkan asas kerelaan dan kebebasan memilih. Jadi, tidak 

boleh memaksa orang lain untuk berbaiat atau memaksa orang lain untuk 

dibaiat. Jika terjadi pemaksaan dalam akad baiat, maka akad baiat tersebut 

tidak sah.62 Hanya saja, akad yang harus penuh kerelaan, kebebasan, dan 

tidak boleh memaksa orang untuk berbaiat sebatas pada baiat pertama (baiat 

pengangkatan).  

Sedangkan pasca baiat pengangkatan, dibolehkan memaksa seseorang 

atau kelompok yang tidak berbaiat agar bersedia membaiat seorang khalifah 

yang sebelumnya telah dibaiat pengangkatan. Hizbut Tahrir menyebut baiat 

kedua yang boleh dengan pemaksaan ini sebagi baiat ketaatan. Alasan 

kebolehan dalam baiat ketaatan ini karena seseorang setelah dibaiat 

pengangkatan, maka dia telah menjadi wali al-amr. Seseorang yang telah 

menjadi wali al-amr harus ditaati. Dengan demikian, boleh memaksa 

seseorang berbaiat agar taat terhadap wali al-amr. Barang siapa yang tetap 

tidak bersedia membaiat khalifah, dia harus diajak untuk berbaiat, namun jika 

tetap tidak mau, mereka dianggap makar (bughat) yang wajib untuk 

diperangi.63  

                                                           
61 Ibid, 97.  
62 Al-Amin, Proyek Khilafah, 121.  
63 Ibid, 223-224.  
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Adapun wewenang yang dimiliki oleh seorang khalifah adalah sebagai 

berikut:64  

1. Khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum syariah yang memang 

dibutuhkan untuk memenuhi urusan-urusan rakyat, yang kemudian 

hukum tersebut menjadi undang-undang yang wajib ditaati dan tak ada 

seorangpun yang boleh melanggarnya   

2. Penanggung jawab politik baik dalam maupun luar negeri. Khalifah juga 

memegang kepemimpinan atas angkatan bersenjata, berhak 

mengumumkan perang dan perdamaian, gencatan senjata dan segala 

bentuk perjanjian  

3. Khalifah berhak untuk menerima dan menolak para duta dari negara 

asing. Ia juga memiliki wewenang untuk mengangkat dan 

memberhentikan para duta kaum muslim  

4. Khalifah berhak untuk mengangkat dan mencopot para mu’a>win dan dan 

para wali/gubernur  

5. Khalifah berwewenang untuk mengangkat dan memberhentikan qadhi al-

qudhat (kepala kehakiman) dan para qadhi (hakim), kecuali qadhi 

madzalim. Khalifah pula lah yang mengangkat dan mencopot jabatan 

para dirjen, panglima militer, komandan batalion, dan komandan 

kesatuan.  

6. Khalifah memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang 

menjadi pegangan dalam menyusun APBN, sekaligus menetapkan 

                                                           
64 Tim Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, 63-64.  
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rincian APBN tersebut baik yang berkaitan dengan pemasukan maupun 

pengeluaran.  

 

C. Khilafah Islamiyah Perspektif ISIS   

1. Khilafah Islamiyah: Sistem Pemerintahan Mutlak Umat Islam   

Bagi ISIS, persatuan Islam di seluruh dunia hanya terwujud dengan 

dua hal. Pertama, adanya institusi tunggal dalam bentuk khilafah. Kedua, 

adanya kepemimpinan dalam bentuk khalifah, imamah, atau amirul 

mukminin. ISIS mengklaim bahwa gerakan dan perjuangannya untuk 

mendirikan khila >fah Isla>miyah adalah “perjuangan suci” yang sesuai dengan 

tuntutan syariat Islam. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang bergabung ke 

dalam perjuangan ISIS dianggap sebagai jihad yang kelak dijanjikan pahala 

surga. Perjuangan ISIS ini pun sering dikait-kaitkan dengan argumentasi 

sejarah Islam tentang khila >fah Isla>miyah, sebagaimana yang telah dijalankan 

di masa kejayaan Islam selama beratus-ratus tahun adalah sebuah keniscayaan 

untuk ditetapkan kembali di masa sekarang.65  

Bagi beberapa kalangan umat Islam yang mengimpikan khila >fah, 

sistem pemerintahan ini dianggap sebagai satu-satunya institusi atau entitas 

politik yang bisa mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Menurut mereka, 

hanya dengan khila >fah, umat Islam sedunia dapat mengatasi segala masalah 

                                                           
65 Abdul Waid, “ISIS: Perjuangan Semu dan Kemunduran Sistem Politik (Komparasi 

Nilai-Nilai Keislaman ISIS dengan Sistem Politik Kekinian)”, Episteme̒, Vol. 9 No. 2 

(Desember, 2014), 413.  
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seperti keterbelakangan, kemiskinan, pengangguran dan berbagai bentuk 

kenestapaan lain.66  

ISIS memiliki pemikiran bahwa Islam adalah solusi komprehensif dan 

eksklusif untuk semua masalah politik, ekonomi dan sosial di dunia. Sehingga 

mereka menolak keras sistem pemerintahan selain sistem pemerintahan Islam 

(khila >fah Isla>miyah). Mereka menyebut semua sistem pemerintahan dan 

bentuk negara yang ada sekarang ini – baik kerajaan, republik, sosialis, dan 

demokrasi – adalah sekuler. Sekuler mereka identikkan dengan kafir.67 Sistem 

pemerintahan kafir harus diganti dengan khila >fah Isla>miyah, karena sistem 

khila >fah adalah satu-satunya yang berasaskan pada ajaran Islam. 

Sistem kapitalis, sekuler, komunis, demokrasi dan yang lainnya 

merupakan bentuk sistem kenegaraan yang diberikan warna merah oleh ISIS. 

Sistem tersebut mereka katakan sebagai sistem yang membohongi dan 

menyesatkan umat karena tidak didasarkan pada ajaran agama Allah, dan hal 

itu merupakan sebuah konsep yang mereka sebut jahiliyah baru.  

Sistem kapitalis hanya akan mengenyangkan para penguasa dan hanya 

akan mementingkan para pemegang kekuasaan. Sistem sekuler yang berarti 

pemisahan antara urusan kenegaraan dan urusan keagamaan, atau pemisahan 

antara urusan duniawi dan ukhrawi.68 Hal itu jelas akan mengesampingkan 

ajaran agama. Sedangkan demokrasi dalam perkembangannya adalah hanya 

                                                           
66 Trias Kuncahyono, “Genesis ISIS dan Demonstrative Effect di Indonesia”, dalam 

Kontroversi Khilafah: Islam, Negara dan Pancasila, ed. Komaruddin Hidayat (Jakarta: 

Mizan, 2014), 228.   
67 Ikhwanul Kiram Mashuri, ISIS: Jihad atau Petualangan (Jakarta: Republika, 2014), 66.  
68 Nina M Armando, Ensiklopedia Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 191. 
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akan mendahulukan kaum mayoritas, siapa yang memiliki suara banyak maka 

itu yang berkuasa. Selain itu demokrasi juga akan memberikan kesempatan 

pada orang kafir untuk menjadi pemimpin orang Islam, hal ini secara jelas 

ditolak ISIS.  

Sistem pemerintahan apapun yang tidak tegak di atas asas Islam, 

maka tidak ada nilai dan kemuliaannya dalam timbangan syariat, walaupun 

yang duduk di puncak kepemimpinannya adalah makhluk paling bertakwa, 

paling berilmu dan paling adil.  

 

2. Hukum dan Tujuan Menegakkan Khilafah   

ISIS menyatakan bahwa hukum mendirikan imamah atau khila >fah 

adalah fardlu kifayah. Namun, fardlu kifayah disini mempunyai beberapa 

hukum, diantaranya:69  

a) Telah mencukupi apabila sudah dilakukan oleh beberapa orang  

b) Apabila seluruh orang tidak melakukannya maka setiap orang yang 

mampu mengerjakannya akan mendapat dosa, berbeda dengan orang yang 

tidak sanggup maka dia dianggap gugur kewajibannya serta tidak ada 

dosa atasnya   

c) Apabila orang yang sanggup itu merasa kuat dalam fikirannya bahwa 

tidak ada orang lain yang mengerjakannya, maka wajib atasnya untuk 

mengerjakannya.  

                                                           
69 Abu Abdirrahman Ra’id al-Libiy, Ad-Durar al-Bahiyyah fi Fiqhi al-Khilafah al-

Islamiyah, alih bahasa: Usdul Wagha (t.k.: Thareeqa al-Haq Publishing, 2015), 10.  
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Sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hizbut Tahrir, 

ISIS juga menganalogikan hukum menegakkan khila >fah dengan hukum 

mengurus jenazah. Hukum mengurus jenazah adalah fardlu kifayah. Apabila 

ditemukan hanya salah seorang yang mampu untuk melaksanakannya, maka 

hukum mengurus jenazah menjadi fardlu ‘ayn baginya. Hal tersebut juga 

berlaku dalam menegakkan khila >fah Isla>miyah.  

ISIS menyandarkan wajibnya menegakkan khila >fah Isla>miyah pada 

firman Allah yang berbunyi:  

هَا وَيَسْفْمكُ  ۖ  وَإمذْ قاَلَ ئَبُّكَ لملْمَلََامكَ.م إمنِّ ْ جَااملٌ فيم الَْْئْضم خَلميفًَْ.  نُ فةمي ْ هَا ةَنْ يُ فْْسم  قاَلُوْا أَتََْعَلُ فةمي ْ
َمْنمكَ وَنُ قَن سُ لَكَ  ةَاءَ وَنََْنُ نُسَب حُ بِم  قاَلَ إمنِّ ْ أَاْلَمُ ةَا لَا تَ عْلَمُوْنَ. ۖ  الن 

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 

“Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” 

Mereka berkata, “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 

padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau.” Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 

kalian ketahui”70  

Al-Qurthubi berkata di dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut menjadi 

landasan mengangkat Imam atau khalifah untuk didengar dan ditaati dengan 

tujuan menyatukan suara dan melaksanakan hukum-hukum sebagai seorang 

                                                           
70 QS. Al-Baqoroh: 30.  
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khalifah, dan tidak ada perbedaan pendapat tentang wajibnya pengangkatan 

ini di kalangan umat Islam.71  

نْكُمْ  عُوا الرَّسُوْلَ وَأوُْلِم الَْْةْرم ةم عُوا الَله وَأطَمي ْ   ۖ  يآَ أيَ ُّهَا الَّذميْنَ آةَنُ وْا أطَمي ْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasulnya, dan Ulil Amri diantara kamu...”  

Sisi pengambilan dalil dari ayat tersebut adalah bahwasannya Allah 

telah memerintahkan untuk mentaati ulil amri mengikuti ketaatan kepada 

Allah dan Rasul-Nya. Mafhum-nya, ketaatan tersebut tidak mungkin bisa 

diwujudkan sampai dibentuknya kepemimpinan (imaroh) yang dari sana akan 

muncul seorang ulil amri. Ulil amri sendiri diartikan sebagai pemimpin, 

pengatur, dan ulama. Dan tanpa adanya sebuah negara Islam, tidak mungkin 

para pemimpin itu diangkat.72  

Tujuan dari khila >fah Isla>miyah adalah untuk mendapatkan kekuatan 

dan kekuasaan dalam melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar (memerintah 

yang baik dan mencegah perkara yang mungkar). Sistem pemerintahan Islam 

ini bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia, serta 

menjalankan otoritas menyeluruh yang menggiring manusia kembali kepada 

syariat Islam dan membimbing mereka tentang ajarannya sebagai agama yang 

lurus.73  

                                                           
71 Disampaikan oleh Abu Muhammad Al-Adnany (Jubir ISIS) ketika deklarasi Khilafah 

Islamiyah, lihat Ali Sadikin dkk, “Takdir Daulah Khilafah: Pro Kontra Pembentukan 

Sebuah Negara Baru,” Syamina, Edisi XIII, Agustus 2014, 18.  
72 Dewan Syari’ah Daulah Islam Irak, ’lamul Anam Bi Miladi Daulatil Islam, terj. Abu 

Hafsh As-Sayyar dan Abu Musa Ath-hoyyar (t.k.: Al-Qoidun Group, 2008), 17. 
73 Ibid, 9.  
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Atas dasar itulah maka, secara syar’i maupun logika, wajib hukumnya 

untuk mengangkat seorang khalifah yang melaksanakan dan mengarahkan 

semua orang sesuai tuntunan syariat baik dalam masalah-masalah ukhrawi 

maupun masalah-masalah duniawi.  

 

3. Metode Penegakkan Khilafah  

Skema metode atau strategi ISIS dalam menegakkan khila >fah Isla>miyah :74 

    

Untuk memperjuangkan tercapainya sistem khila >fah, ISIS mengajukan 

sebuah metode dan penahapan perjuangan yang yang telah mereka gunakan 

mulai dari ketika masih dipimpin oleh Al-Zarqawi sampai diteruskan oleh 

Abu Bakar Al-Baghdadi yang sekarang telah menjadi khalifah mereka. 

Metode dan strategi tersebut dibagi menjadi lima tahap. Sebagimana skema 

diatas, kelima tahapan tersebut adalah; hijrah, pembentukan jama’ah, 

mengacaukan thaghut, tamkin, dan khila >fah.  

Tahap pertama yakni hijrah, sebagai upaya pemisahan secara sadar 

dari sistem jahili dan thaghut. Hijrah telah menjadi pilar yang melekat pada 

jihad. Karena tidak ada lagi wilayah yang aman bagi kaum mujahidin, maka 

                                                           
74 Dabiq, “The Return of Khilafah”, Al-Hayat Media Center, Issue 1 (Ramadhan, 1435), 

38.  

Khilafah

Tamkin 

Mengacaukan Thaghut 

Jama'ah 
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tujuan hijrah yang paling ideal adalah tempat dimana mereka bisa beroperasi 

tanpa ancaman dari keamanan negara yang kuat. Setelah berhijrah dan 

menemukan wilayah yang aman, maka jama’ah pun dapat dibentuk, dilatih 

sekaligus sebagai sarana perekrutan anggota.75  

Tahap kedua, ialah tahap pembentukan jama’ah. Jama’ah berarti 

persatuan orang-orang yang merasa terlibat, yang menjadi sel organis penting 

kaum muslimin dan bersedia mengabdikan diri untuk mewujudkan 

masyarakat Islam sejati. Yaitu, suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat 

ajaran-ajaran al-Qur’an dan hadits mempengaruhi semua segi kehidupan; 

politik, hukum, ekonomi, maupun kultural. Dalam tahap ini hal penting yang 

perlu dilakukan adalah pemeliharaan ideologis jama’ah, dengan memberikan 

mereka kepastian akan dukungan Allah dan kekuatan untuk tetap gigih dalam 

jihad mereka.76  

Selanjutnya, tahap ketiga yaitu mengacaukan thaghut. Pada tahap ini 

jama’ah mujahiddin berusaha membuat sebanyak mungkin kekacauan dengan 

cara yang diizinkan oleh syariat Islam, misalnya operasi militer yang 

dilakukan oleh ISIS hanya difokuskan untuk menyebabkan kematian, cidera, 

atau kerusakan di pihak musuh. Kekacauan tersebut bertujuan untuk 

mencegah rezim thaghut mencapai kestabilan yang memungkinkan mereka 

untuk mencapai status quo sebagaimana yang ada di negeri kaum muslimin 

yang dipimpin para thaghut. Status quo – meliputi intelejen dan keamanan 

                                                           
75 Dabiq, “The Return of Khilafah”, Al-Hayat Media Center, Issue 1 (Ramadhan, 1435), 

36.  
76 M. Imdadur Rahmat, Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur 

Tengah ke Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2009), 48.  
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yang kuat – memungkinkan para thaghut untuk menghancurkan setiap 

gerakan Islam yang mencoba untuk mensyiarkan syariat serta akidahnya.77  

Tahap keempat adalah tamkin. Disini tamkin berarti merebut 

kekuasaan atas suatu wilayah. Setelah serangan-serangan yang dilakukan 

pada tahap ketiga, akan mendorong kelompok-kelompok thaghut dan murtad 

untuk keluar dari wilayah pinggiran dan bersatu di daerah perkotaan besar. 

Dengan demikian, jama’ah akan diuntungkan dengan situasi tersebut. Maka 

mereka meningkatkan kekacauan sampai memicu runtuhnya rezim thaghut di 

seluruh wilayah. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kekosongan dengan 

mengatur urusan negara hingga berkembang menjadi negara Islam seluruhnya 

dan terus meluas ke wilayah yang masih dikuasai thaghut tersebut.78  

Setelah keempat tahap tersebut diatas dilaksanakan, maka tahap 

terakhir, yakni khila >fah pun bisa ditegakkan. Demikianlah metode yang 

digunakan ISIS untuk menuju khila >fah, dimana syariat Islam direalisasikan 

sebagai suatu pandangan baru untuk kehidupan, umat manusia dan 

masyarakat sebagai suatu tatanan politik yang baru, tatanan yang diatur atas 

kehendak Allah.  

 

  

                                                           
77 Dabiq, “The Return of Khilafah”, Al-Hayat Media Center, Issue 1 (Ramadhan, 1435), 

37.  
78 Ibid, 38.  
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4. Struktur Khilafah  

Skema struktur khila >fah ISIS79 

 

Pada tanggal 6 Juli 2016, Al-Furqa>n Media (media resmi ISIS) telah 

merilis sebuah video yang menjelaskan bagaimana struktur khila >fah 

Isla>miyah yang mereka dirikan. Dalam video berdurasi hampir 15 menit 

tersebut berisi tentang elemen-elemen yang terdapat dalam sistem 

pemerintahan khila >fah Isla >miyah beserta tugas-tugas dan tanggung jawab 

pada masing-masing badan pemerintahan. Berikut rinciannya:80 

                                                           
79 Al-Furqa>n Media, The Structure of the Caliphate. 

https://ia601507.us.archive.org/4/items/StructureOfTheKhilafahEN. Video diakses pada: 

Selasa, 12 Juli 2016. 
80 Ibid.   

Khalifah

Lajnah al-
Mufawwadhah

Al-Maka>tib 
wa al-Haia>t

Wilayah Ad-Dawa>win

Majlis 
Syura

 والمظالم ءالقضا دوان المال يتب دوان

 دوان الدّعوة والمساجد  الصّحّة دوان 

 دوان الحسبة  الزراعة دوان

 دوان الجند  التعّليم دوان

 دوان الزكاة  العام الأمن دوان

 المركزي دوان الإعلام  الرّكاز دوان

 دوان الفيء والغنائم  حدماتلا دوان

 

 الهجرة هيئة

 والدراسات البحوث مكتب

 البعيدة الولاياة إداراة

 والشهداء سرىالآ شؤون هيئة

 شائروالع العامّة العلاقات مكتب
 

https://ia601507.us.archive.org/4/items/StructureOfTheKhilafahEN
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1. Khalifah. Merupakan kedudukan tertinggi di dalam sistem pemerintahan 

khila >fah, yang bertugas menegakkan dan menyebarkan agama, menjaga 

tanah air, melindungi tsughur, dan membawa manusia untuk patuh 

terhadap hukum syariat baik dalam agama maupun dunia mereka.  

2. Majelis syura. Merupakan kelompok penasehat khalifah, sekaligus 

bertanggung jawab mengawasi masalah-masalah hukum dan memastikan 

semua unsur-unsur dalam pemerintahan daulah Islamiyah bertindak 

sesuai syariat. Mereka terdiri dari orang-orang yang lurus dalam 

beragama dan mampu.  

3. Lajnah al-mufawwadhah. Merupakan lembaga yang menyampaikan 

perintah setelah suatu kebijakan diputuskan dan yang mengawasi 

penerapan atau pelaksanaannya. Lembaga ini beranggotakan orang-orang 

yang memiliki kemampuan administrasi yang terampil dan cakap, 

berilmu, dan shalih.  Lajnah ini bertugas mengawasi lembaga-lembaga 

pemerintahan sebagai berikut:  

a. Wilayah.  

Yakni provinsi-provinsi yang dibentuk untuk memudahan urusan 

administrasi di daulah Islamiyah (IS). Setiap provinsi dipimpin oleh 

seorang wali yang ditunjuk langsung oleh khalifah. Tugas dari 

seorang wali adalah mengembalikan permasalahan-permasalahan 

penting di provinsi kepada lajnah al-mufawwadhah, dan mengurus 

rakyat yang berada di wilayah masing-masing sehingga keadilan bisa 

terjamin dan kebutuhan rakyat dapat terpenuhi.  
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b. Ad-Dawa >win  

Merupakan lembaga untuk melindungi hak-hak rakyat yang berada di 

bawah pengawasan lajnah al-mufawwadhah. Lembaga ini memiliki 

kantor-kantor yang bertugas mengurus kepentingan umum dan 

menjaga agama serta keamanan rakyat. Jumlahnya ada 14 diwan, 

yaitu sebagai berikut:  

1) Diwan al-qodho> wal madza >lim (peradilan), yakni diwan yang 

dijalankan oleh beberapa qodhi (hakim). Bertanggung jawab 

untuk menjelaskan hukum-hukum syariat kepada rakyat dan 

mengimplementasikannya ke dalam masalah darah, keluarga dan 

isu-isu yang berhubungan dengan pernikahan, serta masalah 

harta. Sekaligus bertanggung jawab sebagai pemberi keputusan 

dan solusi diantara masyarakat.  

2) Diwan al-hisbah. Yaitu diwan yang bertanggung jawab untuk 

memerintahkan warga kepada kebaikan apabila ada yang 

melakukan pelanggaran, dan melarang mereka dari kemungkaran 

serta membawa mereka kembali kepada syariat.  

3) Diwan da’wah wal masa >jid. Merupakan diwan yang bertanggung 

jawab dalam mendakwahkan agama Allah dan bertugas untuk 

memilih imam (sholat), para khatib, dan melakukan pelatihan 

bagi mereka, serta mengadakan kajian-kajian syar’i. Lembaga ini 

juga bertugas mempersiapkan dan membangun masjid-masjid.  
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4) Diwan al-zaka>t. Lembaga ini bertanggung jawab mengumpulkan 

zakat dan membagikannya kepada para mustahiq, sekaligus 

memenuhi kebutuhan kaum fakir miskin sesuai dengan 

mekanisme yang telah ditentukan.  

5) Diwan al-Jundi (militer). Tugas dari diwan ini adalah 

bertanggung jawab dalam manajemen perang, menjaga tsughur, 

mempersiapkan strategi dan hal-hal yang diperlukan untuk 

pertempuran. Menjalankan divisi-divisi, brigade, dan batalion. 

Juga bertugas mempersiapkan pasukan-pasukan khila >fah dan 

personel-personel yang terlatih serta orang-orang yang memiliki 

kemampuan yang cukup dalam bidang militer dan administrasi.  

6) Diwan al-amni al-‘a >m (keamanan publik). Merupakan diwan 

yang bertanggung jawab atas keamanan publik internal di wilayah 

daulah Islamiyah, menjaga dari hal-hal yang dapat mengacaukan 

keamanan dan mencegah adanya infiltrasi dari luar serta 

memberantas jaringan mata-mata.  

7) Diwan baitul ma>l. Yaitu diwan yang bertanggung jawab untuk 

menjaga dan mengatur keuangan daulah Islamiyah dari harta dan 

tabungan yang berasal dari berbagai sumber.  

8) Diwan i’la>m al-markazi (diwan media pusat). Lembaga yang 

bertanggung jawab atas segala hal yang dirilis berkaitan dengan 

daulah Islamiyah, baik berupa audio, video, atau tulisan.  
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9) Diwan al-ta’lim (diwan pendidikan). Tugas dari lembaga ini 

adalah bertanggung jawab untuk menggerakkan roda pendidikan. 

Misalnya, meneliti dan menjalankan kuriulum yang sesuai dengan 

syariat serta melahirkan kader-kader yang berkualitas.   

10) Diwan al-shihhah (diwan kesehatan). Bertanggung jawab dalam 

sektor kesehatan, menyediakan keperluan-keperluan kesehatan, 

dan menjaga serta mengobati penyakit atau wabah.  

11) Diwan al-zira >’ah (diwan pertanian). Tugas dari diwan ini adalah 

mengelola sumber daya pertanian dan peternakan serta memenuhi 

keamanan makanan bagi warga daulah Islamiyah.  

12) Diwan al-rika>z. Diwan yang bertugas dalam mengelola minyak, 

gas bumi, dan sumber tambang/mineral lain.  

13) Diwan fa’i wa al-ghana>’im. Merupakan lembaga yang 

bertanggung jawab untuk menghitung dan menjaga harta daulah 

Islamiyah setelah peperangan dan pertempuran kemudian 

bertugas langsung untuk membagikannya kepada para mustahiq.  

14) Diwan al-khidmad (diwan pelayanan). Lembaga ini bertanggung 

jawab untuk menyuplai air, listrik, membangun dan memperbaiki 

jalan, serta memperbaiki dan merawat peralatan publik.  

c. Al-maka>tibu wa al-hai’a >t. Merupakan pihak-pihak yang bekerja 

dalam berbagai bidang dan terdiri dari orang-orang yang memiliki 

spesialisasi khusus. Lembaga ini juga berada dibawah pengawasan 

lajnah al-mufawwadhah.  
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1) Haia>t al-hijrah, yaitu kantor yang bertugas menyambut para 

muhajir yang datang ke daulah Islamiyah, memenuhi apa yang 

dibutuhkan kepada hai’at dan diwan-diwan lain. 

2) Haia>t al-syu’u>ni al-asra > wa al-syuhada>’, merupakan kantor yang 

bertugas mengurusi kaum muslimin yang menjadi sandera atau 

tawanan serta berusaha membebaskannya. Tugas lain dari 

lembaga ini adalah merawat keluarga para syuhada’ dan 

mengurus anak-anak mereka.  

3) Maktab buh}u>ts wa al-dira >sat, kantor yang bertanggung jawab 

mempersipakan penelitian dan menuntaskan masalah-masalah 

syar’i dari berbagai sisi.  

4) Idarah al-wila>yati al-ba’i >dah. Tugas dari kantor ini adalah 

mengawasi dan menjalankan urusan-urusan terkait wilayah-

wilayah di luar Iraq dan Syam.  

5) Maktab al-‘ala>qa>ti al-‘a>mmati wa al-‘asya>ir (urusan hubungan 

masyarakat dan suku-suku). Kantor ini berperan sebagai 

penghubung antara daulah Islamiyah dengan para tokoh dan 

pemimpin suku-suku di wilayah daulah Islamiyah.   

 

5. Khalifah   

ISIS tidak secara khusus menyebutkan apa saja syarat untuk menjadi 

seorang khalifah, namun mengutip As-Saffa>ri>ni> dalam risalahnya “Ad-

Durratul Madhiyyah fi ‘Iqdil Firqatil Mardhiyyah” pada bab tentang 

Imamah, ISIS meyakini bahwa kriteria-kriteria untuk menjadi seorang 
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khalifah yaitu: laki-laki, merdeka, berakal, baligh, Islam, adil, berketurunan 

Quraisy, alim dan mampu (cukup menguasai politik bangsa dan 

kemaslakhatannya).81 Jika baiat/pelantikan sudah diselenggarakan kepada 

orang yang mempunyai kriteria tersebut dan tidak ada imam lainnya, maka 

pelantikan tersebut dianggap sah, serta wajib hukumnya untuk mematuhi 

segala perintahnya selama masih di dalam koridor syariat dan tidak 

bermaksiat kepada Allah serta Rasul-Nya.  

Menukil dari kitab Al-Ahkam As-Sulthoniyah tulisan Al-Mawardi dan 

Ghiyatsul Umam tulisan Al-Juwaini, ISIS meyakini ada tiga cara 

pengangkatan khalifah. Pertama, melalui baiat dari sekelompok kaum 

muslimin yang diangkat sebagai ahlul h }alli wal ‘aqdi terhadap orang yang 

mereka pilih, yang menurut mereka orang itu memiliki kriteria-kriteria 

kelayakan standar yang diperlukan seorang pemimpin (imam). Kedua, imam 

menunjuk (memberi wasiat) seseorang dari kaum muslimin sepeninggalnya, 

atau ahlul h}alli wal ‘aqdi menunjuk beberapa orang yang salah satunya akan 

dipilih sebagai imam. Ketiga, melalui kudeta dan pemberontakan bersenjata 

di zaman kosongnya pemerintahan dari seorang Imam, sedangkan ahlul h }alli 

wal ‘aqdi lamban untuk mengangkatnya. Maka di saat seperti ini, kaum 

Muslimin yang berhasil mengambil alih kekuasaan dengan pedangnya, lalu 

menyeru untuk berbai’at, menampakkan kekuatan dan pengikut, ia menjadi 

                                                           
81 Dabiq, “Aturan Allah atau Undang-Undang Manusia”, Al-Hayat Media Center, Issue 

10 (Ramadhan, 1436), 22.  
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amirul mukminin secara sah menurut syariat, ia wajib ditaati dan dibaiat dan 

tidak boleh ada yang menentangnya.82  

Adapun kewajiban syar’i diangkatnya seorang khalifah – secara global 

– adalah memperbaiki kondisi umat manusia, baik agama maupun dunianya. 

Dengan kata lain, khalifah harus mampu memperbaiki kondisi dan 

memecahkan persoalan-persoalan yang adal dalam masyarakat, terutama 

dalam persoalan agama. Adapun kewajiban-kewajiban seorang khalifah 

secara rinci adalah sebagai berikut:83  

1. Menjaga agama agar tetap berada di atas prinsipnya yang baku dan sesuai 

ijma’ salaful ummah  

2. Mengadili orang-orang yang bersengketa  

3. Mengangkat para qodhi dan hakim. Hukumnya adalah fardhu kifayah. 

Dalam mengangkat seorang seorang qodhi, khalifah boleh memaksa 

orang yang menolak menjadi qodhi jika ia layak untuk itu berdasarkan 

rekomendasi para ulama. Terkadang menjadi qodhi adalah fardhu ‘ain 

bagi orang alim di suatu wilayah yang di antara penduduknya tidak ada 

yang layak menjadi qodhi selain dia. 

4. Membebaskan tawanan, menjaga wilayah dan tempat-tempat suci  

5. Menegakkan hudud. Termasuk semua yang terkait dengannya, yaitu 

menjatuhkan hukuman dan ta‘zir yang bisa menimbulkan efek jera 

                                                           
82 Dewan Syari’ah Daulah Islam Irak, I’la>mul Ana>m Bi Mila>di Daulatil Isla>m, terj. Abu 

Hafsh As-Sayyar dan Abu Musa Ath-Thoyyar (t.k.: Al-Qoidun Group, 2008), 20.  
83 Ibid, 57-66.  
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kepada para pelaku kerusakan sehingga ia tidak mengulangi lagi 

perbuatan keji dan dosa. 

6. Mengusir agresor dan melindungi daerah perbatasan  

7. Memungut harta zakat, menjaga harta fa’i dan sedekah, serta sumber-

sumber pemasukan baitul mal lainnya. Yakni mengumpulkan harta dari 

berbagai sumber, terutama adalah zakat. Karena zakat adalah rukun Islam 

ketiga setelah syahadatain dan sholat. Maka yang pertama kali dibebani 

tugas mengumpulkan dan membagikan harta zakat adalah khalifah. Oleh 

karena itu semua ulama baik dari kalangan sahabat maupun generasi 

setelahnya, semuanya sepakat bahwa khalifah bisa memerangi orang-

orang yang menolak membayar zakat. 

8. Menanggung keluarga para syuhada, para tawanan, orang-orang lemah 

dan menanggung biaya perbekalan pasukan. Dalam hal ini termasuk pula 

membiayai banyak anak-anak yatim dan masyarakat miskin Sunni yang 

tidak memiliki keterkaitan dengan jihad. 

9. Mengangkat orang-orang terpercaya dan profesional sebagai pemimpin. 

Syarat utama yang harus dimiliki seseorang yang menduduki posisi 

kepemimpinan bidang adalah kuat, profesional, dan amanah (terpercaya). 

Maka, seorang imam mesti memilih orang yang paling tepat pada setiap 

bidang kepemimpinan. Dalam bidang kepemimpinan perang misalnya, ia 

harus memilih orang yang kuat dan pemberani dan dalam bidang 

memimpin pengadilan (qodho) hendaknya ia mengutamakan orang yang 

paling berilmu dan wara.  




